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GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

:a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Barat Tahun Anggaran 2012;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian
Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian
Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota
Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia Nomor 018 /PUU-1/2003;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);



8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

10.

11.

12.

13.

14.

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun
2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012;

25. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun
2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2012.

Pasal 1
(1) Pertangungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didalamnya telah
didukung dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan
usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun
anggaran 2012 sebagai berikut :

Pendapatan Rp 3.873.388.417.668,69
Belanja Rp 3.898.931.911.491,00
Surplus/ (defisit) (Rp. 25.543.493.822,31)

c. Pembiayaan



Penerimaan Rp 398.118.931.990,04

Pengeluaran Rp 0,00

Pembiayaan netto Rp. 398.118.931.990,04

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 65.938.734.941,19 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan Rp. 3.939.327.152.609,88
b. Realisasi Rp. 3.873.388.417.668,69
Selisih lebih/(kurang) Rp. 65.938.734.941,19
Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp. 413.502.196.776,92 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah

Perubahan Rp . 4.312.434.108.267,92
b. Realisasi Rp. 3.898.931.911.491,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 413.502.196.776,92

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

(Rp. 347.563.461.835,73) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah

Perubahan (Rp. 373.106.955.658,04)
b. Realisasi (Rp. 25.543.493.822,31)
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 347.563.461.835,73)

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
(Rp. 11.087.444,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 398.107.844.546,04
b. Realisasi Rp. 398.118.931.990,04
Selisih lebih/(kurang) (Rp 11.087.444,00)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
(Rp. 25.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 25.000.000.000,00



b. Realisasi Rp. 0,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 25.000.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
(Rp. 25.011.087.444,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp 373.107.844.546,04
b. Realisasi Rp. 398.118.931.990,04
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 25.011.087.444,00)
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b
per 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :
a. Jumlah aset Rp. 4.832.357.581.158,64
b. Jumlah kewajiban Rp. 5.783.610.712,91
c. Jumlah ekuitas dana Rp. 4.826.573.970.445,73
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2012 Rp. 399.223.572.590,95
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 828.325.257.743,69

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset (Rp. 853.868.751.566,00)

non keuangan

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 7.100.582.765,00

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2012 Rp. 375.308.414.237,64

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d
tahun anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran,;



Lampiran I.1 : Laporan realisasi anggaran berdasarkan standart
akuntansi pemerintahan;

Lampiran [.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran belanja daerah
berdasarkan klasifikasi ekonomi (jenis belanja);

Lampiran [.3 : Ringkasan realisasi anggaran belanja daerah berdasarkan
klasifikasi ekonomi (jenis belanja);

Lampiran [.4 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan asset tetap
daerah;
b. Lampiran II : Neraca
c. Lampiran lIl : laporan Arus Kas
d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dari:

a. Laporan kinerja keuangan tercantum dalam Lampiran IV peraturan daerah
ini.

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan.

Pasal 8

Gubernur menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 11 November 2012

GUBERNUR PAPUA BARAT,
CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI



Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 12 November 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ISHAK L. HALLATU

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 2




